PROVINSI RIAU

. KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 830TAHUN 2019

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PANGKALAN
KURAS KELAS ANGKASA MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 2 BANDAR PETALANGAN KECAMATAN BANDAR PETALANGAN

Menimbang :

Mengingat

a.

KAEUPATEN PELALAWAN
BUPATI PELALAWAN,

bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan meningkatnya
mutu Pendidikan ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
serta perkembangan daerah di Kabupaten Pelalawan
dipandang perlu untuk meningkatkan status dari SMP Negeri 1
Pangkalan Kuras Kelas Angkasa menjadi Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Bandar Petalangan Kecamatan Bandar
Petalangan:

bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan
Kabupaten Pelalawan tanggal 16 Desember 2019, telah
memenuhi syarat untuk Penegerian Sekolah dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri
1 Pangkalan Kuras Kelas Angkasa Menjadi Sekolah Menengah
Pertama Negeri 2 Bandar Petalangan Kecamatan Bandar
Petalangan Kabupaten Pelalawan:

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten.Siak, Kabupaten Karimun, i{abupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tzhun .008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik In:"nesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasiial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuh 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



on

o

10,

11.

12,

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
tentang Pémerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); :

. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 1998 tentang

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3763):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3764)

]

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
©6 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peratufan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah; ’

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Noror
157); ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-3449 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan: Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor
10);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangkalan
Kuras lelas Angkasa Menjadi Sekolah Menengah Pertama

Negeri 2 Bandar Petalangan Kecamatan Bandar Petalangan
Kabupaten Pelalawan.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Petalangan
Kecamatan  Bandar Petalangan Kabupaten  Pelalawan
sebagaimana ‘dimaksud - dalam Diktum Kesatu, wajib

melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan pendidikan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
: -;'11:--';’}“]579{ atanggal 18 et emere 2 0 q

,f;-nﬁgé PELALAWAN,

Tembusan disampaikan Yth. :

BWN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru:

Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci:
Sekolah yang bersangkutan.



